| PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri susu bubuk di Indonesia memerlukan bahan baku mencapai 3.3 juta
ton/tahun. Dari jumlah tersebut, 2.61 juta ton (79.02%) bahan baku diimpor dari
negara Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat dan negara kawasan Uni Eropa
(Pusdatin 2018). Impor susu berupa bubuk susu yaitu susu skim, whole milk
powder, dan butter milk powder. Jumlah impor bahan baku susu cenderung stabil
selama tahun 2016 hingga 2018 (BPS 2018). Impor susu saat ini diperlukan karena
terdapat kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan dalam negeri. Konsumsi susu
Indonesia mengalami pertumbuhan 5% per tahun sedangkan pertumbuhan produksi
susu dalam negeri hanya 2% per tahun (Pusdatin 2018). Konsumen susu bubuk
terbesar adalah balita usia 0 hingga 59 bulan dengan rata-rata konsumsi 22.7
g/balita/hari. Berdasarkan mayoritas konsumennya yang merupakan balita,
keamanan pangan produk susu bubuk mutlak dipenuhi oleh produsen susu.

Salah satu risiko yang perlu diwaspadai dengan globalisasi rantai pasok
pangan adalah food fraud. Food fraud adalah kecurangan terhadap pangan yang
sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi (Spink dan Moyer
2011; Johnson 2014; GFSI 2014; PWC 2016). Food fraud mencakup penggantian
bahan makanan, penambahan, perusakan produk pangan, pemberian informasi
produk yang keliru di kemasan dan pelabelan (GFSI 2014). Bahan baku impor
memiliki rantai pasok yang panjang, yang melibatkan berbagai pihak dan
berpotensi tidak transparan selama distribusi. Hal tersebut diidentifikasi sebagai
salah satu faktor kerentanan terjadinya food fraud selama proses distribusi (PWC
2016; USP 2016).

Insiden food fraud pada produk susu pernah terjadi di beberapa negara yaitu
Tiongkok, Brazil dan India (Tibola et al. 2018; Yang et al. 2020). Kasus terbesar
adalah penggunaan melamin di bahan baku susu formula untuk bayi yang terjadi di
Tiongkok tahun 2008 yang berdampak pada 300 ribu bayi dan anak, 51 ribu anak
dirawat di rumah sakit, dan 6 anak meninggal (Fung et al. 2018). Analisis data
insiden food fraud tahun 1980 hingga 2010 menyatakan bahwa susu termasuk ke
dalam 7 kelompok bahan pangan yang rentan terhadap food fraud (Moore et al.
2012). Fakta di atas menjadikan food fraud sebagai risiko yang perlu mendapat
perhatian dari industri produsen susu.

Kerentanan terhadap food fraud didukung oleh 3 faktor yaitu kesempatan,
motivasi, dan pengawasan (SSAFE 2015). Faktor kesempatan berkaitan dengan
faktor teknis, waktu dan tempat. Faktor kesempatan teknis berkaitan dengan tipe
bahan baku, kemudahan dilakukan kecurangan di bahan baku, adanya bukti insiden
food fraud pada bahan baku susu, dan ketersediaan teknologi kerentanan
dilakukannya kecurangan. Faktor kesempatan yang lain adalah waktu dan tempat.
Hal ini berkaitan dengan rantai pasok bahan baku impor yang cenderung panjang
dan melibatkan banyak pihak sepanjang rantai tersebut. Faktor motivasi adalah
faktor yang berkaitan dengan ekonomi pemangku kepentingan terhadap bisnis susu
bubuk, contohnya kondisi ekonomi pemasok, keadaan ekonomi negara, dan
penerapan etika bisnis di pemasok dan perusahaan. Faktor sistem pengawasan



berkaitan dengan sistem pengawasan terhadap food fraud yang diterapkan di
internal perusahaan, asosiasi industri susu, dan negara.

Saat ini, organisasi internasional untuk standardisasi yaitu ISO dan Global
Food Safety Initiative (GFSI) menetapkan risiko food fraud harus masuk ke dalam
sistem manajemen keamanan pangan (Spink et al. 2019). GFSI yang beranggotakan
65% asosiasi industri di dunia menetapkan bahwa setiap organisasi yang masuk
dalam asosiasi GFSI harus melakukan kajian kerentanan food fraud dan rencana
pengawasan terhadap food fraud di sistem manajemen keamanan pangannya.
Langkah pertama untuk melakukan kajian kerentanan terhadap food fraud adalah
dengan mengetahui faktor apa saja yang mendukung terjadinya food fraud (USP
2016; Pustjen et al. 2016).

Penelitian food fraud yang sudah ada di Indonesia memfokuskan pada
upaya pencegahan, penghalangan, dan deteksi food fraud. Penelitian pada akar
masalah mengapa sampai terjadi food fraud dan faktor apa saja yang mendukung,
belum dilakukan di Indonesia terutama pada industri susu. Hal ini mendorong
perlunya dilakukan studi yang mengidentifikasi faktor kerentanan food fraud di
industri susu bubuk berdasarkan piranti SSAFE dan faktor kerentanan lain yang
relevan. Faktor yang teridentifikasi diharapkan dapat digunakan untuk menyusun
strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan di industri susu bubuk di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Rantai pasok yang panjang, kompleks dan melibatkan berbagai pihak pada
bahan baku susu impor diidentifikasi merupakan salah satu faktor yang mendukung
kerentanan terhadap food fraud di industri susu bubuk di Indonesia. Saat ini
penelitian pada akar masalah terjadinya food fraud dan faktor apa saja yang rentan
terhadap food fraud di industri susu bubuk belum dilakukan di Indonesia. Produk
susu bubuk sebagian besar dikonsumsi oleh balita usia 0 sampai 59 bulan yang
dikategorikan sebagai konsumen yang rentan sehingga jaminan keamanan pangan
mutlak dipenuhi oleh produsen susu. Dengan dilakukannya studi identifikasi faktor
kerentanan food fraud, akan diperoleh informasi untuk menyusun strategi mitigasi
terhadap risiko food fraud di industri susu bubuk dan masukan bagi kebijakan
pemerintah yang saat ini diterapkan.

Penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada dua perusahaan
susu bubuk yang memiliki volume penjualan tertinggi di Indonesia tahun 2019.
Pasar susu bubuk di kedua perusahaan mencapai 54% dari total volume pasar.
Perusahaan tersebut memiliki perbedaan pada bahan baku susu yang digunakan. PT
X menggunakan dua jenis bahan baku yaitu bubuk susu impor dan susu cair dari
koperasi lokal. Sementara, PT Y hanya menggunakan bahan baku dari bubuk susu
impor.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor kerentanan food fraud
berdasarkan piranti SSAFE dan faktor kerentanan lokal yang terdapat di rantai
pasok industri susu bubuk di Indonesia. Faktor kerentanan yang teridentifikasi
digunakan untuk menyusun strategi mitigasi.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang dikaji
untuk mengidentifikasi faktor risiko food fraud dan menyusun strategi mitigasinya.
Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kajian kerentanan
food fraud di rantai pasok industri susu sebagai masukan bagi asosiasi industri
dan pemerintah untuk menyusun pedoman kebijakan dan panduan teknis untuk
mengurangi risiko food fraud

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian terdiri atas 3 topik penelitian dan 3 tahap kegiatan. Ketiga topik
penelitian tersebut yaitu:
1. ldentifikasi faktor utama kerentanan food fraud menggunakan piranti
SSAFE
2. ldentifikasi faktor lokal kerentanan food fraud
3. Penyusunan strategi mitigasi yang akan diterapkan di perusahaan yang
dikaji.

Tahapan penelitian terdiri atas 3 tahap:
1. Tahap pemetaan faktor kerentanan di masing masing perusahaan yaitu PT
X dan PT Y menggunakan piranti SSAFE
2. Tahap pemetaan gabungan di kedua perusahaan
3. Tahap identifikasi faktor lokal yang rentan terhadap food fraud
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2.1 Susu Bubuk

Definisi susu bubuk berdasarkan SNI 01-2970-2006 adalah produk susu yang
diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan
susu segar dan atau susu rekombinasi yang telah dipasteurisasi, dengan atau tanpa
penambahan vitamin, mineral, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan (BSN
2007). Produk susu bubuk meliputi meliputi susu bubuk berlemak, susu bubuk
kurang lemak, susu bubuk tanpa lemak dan susu rekombinasi. Sementara itu, susu
formula adalah susu sapi yang dimodifikasi untuk mendapatkan sejumlah gizi
(protein, lemak, vitamin, laktosa, mineral) yang sesuai dengan air susu ibu. Produk
susu formula terdapat dalam bentuk siap santap atau bubuk untuk direkonstitusi
dengan air (BPOM 2016). Meskipun BPOM mengelompokkan susu formula dan
susu bubuk ke dalam kategori pangan yang berbeda, Kementerian Perindustrian
mengklasifikasi susu formula ke dalam kategori susu bubuk (Gambar 1).
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Gambar 1 Diversifikasi susu segar dan produk olahan susu (Kemenperin 2009)

Pertumbuhan konsumsi susu sapi di Indonesia mencapai 5% per tahun dan
pertumbuhan produksi susu sapi adalah 2% per tahun (Pusdatin 2018). Untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi susu nasional, pemerintah harus meningkatkan
ternak sapi perah. Kondisi saat ini, populasi sapi perah yang ada di Indonesia
belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pemerintah masih perlu
melakukan impor susu (Pusdatin 2018).



Menurut neraca bahan makanan 2012 — 2017, ketersediaan susu untuk
dikonsumsi terdiri dari 2 jenis yaitu susu sapi dan susu impor. Ketersediaan susu
dalam negeri sebanyak 79.08% dipenuhi dari susu impor, dan susu sapi dalam
negeri berkontribusi sebesar 20.92%. Susu yang diimpor ke dalam negeri berupa
susu bubuk yaitu susu skim, susu utuh atau whole milk powder, lemak susu sapi
murni (anhydrous milk fat) dan butter milk powder. Negara asal impor bahan baku
susu di Indonesia adalah Selandia Baru 22.95%, Amerika Serikat 20.49%, Australia
17%, Perancis 6.73% dan Belgia (6.13%) (Pusdatin 2018).

2.2 Rantai Pasok Susu Bubuk

Salah satu ciri pembeda rantai pasok produk pertanian dengan rantai pasok
industri yang lain adalah pihak yang terlibat pada rantai pasok memiliki lokasi
tersebar dan terpisah antara satu dengan lainnya (FAO 2017). Hal ini juga terdapat
pada rantai pasok susu bubuk. Bahan mentah atau susu sapi dihasilkan oleh
peternak yang berlokasi di pedesaan dan didistribusikan ke pabrik pengolahan dan
pengecer di daerah perkotaan (Daud et al. 2015). Rantai pasok produk pangan dan
proses pengolahan yang panjang memiliki risiko tingginya kerentanan pangan
tersebut pada food fraud (Everstine 2013).

Secara umum pada rantai pasok susu, terdapat 3 peran utama yang terlibat
yaitu peternak, koperasi, dan industri pengolahan susu meski pada beberapa kasus
terdapat pihak tambahan yang ikut berperan yaitu pemasok dari peternak,
perusahaan induk dari industri pengolahan susu, dan pengecer. Peternak berperan
sebagai penghasil susu sapi yang akan dikumpulkan di koperasi susu yang berlokasi
dekat dengan peternak. Pengujian fisik, kimia, mikrobiologi dilakukan oleh
koperasi pada susu dari peternak dan hasilnya menentukan harga susu yang akan
dibayarkan. Penanganan yang tepat dengan waktu pengiriman yang singkat menjadi
faktor kritis yang menentukan kualitas susu dan harga yang akan dibayarkan ke
peternak. Susu yang sudah terkumpul di koperasi selanjutnya dikirimkan ke industri
pengolahan susu. Pengujian kualitas susu yang dikirimkan ke industri pengolahan
dilakukan di setiap kedatangan susu dari koperasi. Parameter kualitas merupakan
parameter yang digunakan untuk menentukan diterima tidaknya susu dari koperasi.
Susu yang diterima digunakan sebagai bahan baku produk susu cair dan susu bubuk.
Rantai pasok susu berdasarkan penjelasan di atas, digambarkan pada Gambar 2.
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Gambar 2 Rantai pasok susu di Indonesia secara umum (Daud et al. 2015)



2.3 Kecurangan Pangan atau Food Fraud

Kecurangan pangan atau food fraud adalah istilah kolektif yang mencakup
penggantian bahan makanan yang disengaja, penambahan, perusakan produk
pangan/pakan, informasi produk yang keliru pada kemasan atau label produk
pangan/pakan yang betujuan untuk keuntungan ekonomi dan dapat berdampak bagi
kesehatan konsumen (GFSI 2014). Menurut US FDA (United State Food and Drug
Administration), food fraud adalah kecurangan yang termotivasi ekonomi atau
economically motivated adulteration (EMA). Istilah bahan cemaran yang
digunakan pada insiden food fraud disebut sebagai adulterant. Adulterant adalah
bahan berbahaya yang mengkontaminasi bahan pangan karena adanya tindakan
kesengajaan yang dilakukan (Manning dan Soon 2016).

Dalam 10 tahun terakhir, food fraud merupakan risiko keamanan pangan
yang perlu mendapat perhatian.Beberapa kasus food fraud menjadi berita utama di
media massa dan diulas dalam publikasi ilmiah. Kasus “horsemeat scandal” tahun
2013 yang terjadi di Irlandia dan Inggris yaitu penggunaan daging kuda untuk
produk burger sapi, menyebabkan penarikan kembali 10 juta produk burger dari
toko (Hodge 2013). Daging kuda berisiko mengandung fenilbultazon yakni
senyawa residu obat hewan yang masuk dalam kategori nonsteroid dan anti
inflamasi yang digunakan untuk pengobatan hewan. Daging kuda yang
mengandung fenilbultazon, tidak boleh digunakan sebagai bahan pangan (EFSA
2013). Kasus skandal di atas tidak berdampak secara langsung pada keamanan
pangan karena FSAI (Food Safety Authority Irlandia) mengatakan, fenilbultazon
tidak terdeteksi pada semua burger yang dibuat dengan daging kuda namun
kejadian tersebut menjadikan pelajaran untuk dilakukan perbaikan di sistem
pengawasan industri pangan dan pembuat regulasi dalam memastikan kualitas dan
keamanan pangan produk (O’Mahony 2013). Di Asia, kasus food fraud terbesar
yang terjadi adalah penggunaan melamin dalam bahan baku susu formula untuk
bayi yang terjadi di Tiongkok tahun 2008. Kasus tersebut berdampak pada 300 ribu
bayi dan anak, 51 ribu anak dirawat di rumah sakit, dan 6 anak meninggal. Berbeda
dengan kasus di Irlandia, kasus food fraud yang terjadi di Tiongkok berdampak
pada keamanan pangan produk yang dihasilkan dan berimbas pada kesehatan
masyarakat (Fung et al. 2018).

Keuntungan ekonomi merupakan latar belakang utama dilakukannya fraud,
akan tetapi risiko lain dapat muncul dan tidak disadari oleh pelaku yaitu risiko
keamanan pangan. FSSC (2018) menyebutkan 3 risiko pada konsumen karena
insiden food fraud adalah sebagai berikut:

1. Risiko langsung: bila konsumen kontak dengan bahan yang memiliki risiko
tinggi, contohnya bahan berbahaya dan memiliki efek akut atau kematian.
Insiden food fraud dengan risiko langsung adalah pada penggunaan melamin
yang ditambahkan di bahan baku susu cair dan insiden penggantian bahan
baku pangan dengan bahan baku lain yang menimbulkan risiko alergi.

2. Risiko tidak langsung: bila konsumen terpapar bahan atau kontaminan yang
dapat berdampak kesehatan pada jangka waktu lama contohnya pada
penggunaan vitamin atau bahan pengawet yang tidak sesuai dosis (Spink et
al. 2016)

3. Risiko teknis: risiko yang tidak memiliki dampak langsung dan tidak
langsung pada keamanan pangan, contohnya kekeliruan pencantuman



negara asal suatu produk. Hal ini menyebabkan produsen tidak dapat
menjamin ketertelusuran kualitas produk yang dihasilkan dari proses awal
hingga menjadi produk akhir (farm to table).

Food fraud dibedakan menjadi 7 jenis yang semuanya dapat menyebabkan

kerugian ekonomi

dan berpotensi

menimbulkan

risiko pada kesehatan

masyarakat. Tipe dan contoh ilustrasi food fraud dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis, definisi dan ilustrasi contoh kasus food fraud*

Jenis terminologi

Definisi

llustrasi contoh kasus

Pengenceran
(dilution)

Penggantian
(substitution)

Penyembunyian
(concealment)

Pemberian label
yang salah
(mislableling)

Pasar gelap
(diversion)

Pemberian bahan
berbahaya
(unapproved
enhancement)

Pemalsuan
(counterfeiting)

Proses pencampuran bahan
cair yang memiliki nilai
tinggi dengan bahan cair
yang bernilai lebih rendah

Proses penggantian bahan atau
bagian produk yang bernilai
tinggi dengan bahan lain atau
bagian produk yang bernilai
lebih rendah

Proses menyembunyikan
bahan makanan atau produk
berkualitas rendah

Pemberian informasi yang
keliru pada label yang
bertujuan meraih keuntungan
ekonomi

Penjualan produk melalui
agen atau lokasi yang tidak
resmi.

Penambahan bahan yang
tidak diketahui dan tidak
diumumkan ke produk
pangan untuk meningkatkan
atribut kualitas pangan

Pelanggaran hak intelektual
yang mencakup semua aspek
dari produk dan kemasan
palsu yang sepenuhnya
diganti

Pengenceran produk
menggunakan air

Penggantian sebagian
minyak bunga matahari
dengan minyak mineral
lain

Pewarna makanan
berbahaya diterapkan
pada buah segar untuk
menutupi cacat

Pelabelan pada
minyak goreng
daur ulang

Penjualan produk curian
yang disatukan dengan
produk resmi

Melamin yang
ditambahkan pada susu

Tiruan produk yang
secara fisik sama
dengan produk asli

*Sumber: Spink dan Moyer 2011)



Adanya potensi risiko keamanan pangan yang tinggi bila terjadi insiden
food fraud mendorong organisasi internasional untuk melakukan perbaikan di
sistem manajemen keamanan pangan. Global Food Safety Initiative tahun 2014
dan United State Pharmacopeia tahun 2016 menyatakan bahwa food fraud
merupakan risiko yang sedang berkembang dan perlu mendapatkan perhatian.
GFSI mengeluarkan pernyataan tentang posisi GFSI terhadap food fraud yaitu
setiap organisasi yang masuk dalam asosiasi GFSI harus melakukan kajian
kerentanan food fraud dan rencana pengawasan pada kerentanan food fraud (GFSI
2014). Oleh karenanya, food fraud harus terintegrasi dalam sistem manajemen
keamanan pangan yang diterapkan oleh industri. Keempat sistem pengawasan
keamanan pangan tersebut saling berkaitan yaitu keamanan pangan atau food
safety, kualitas pangan atau food quality, pertahanan pangan atau food defense ,
dan kecurangan pangan atau food fraud. Hubungan antara keamanan pangan,
kualitas pangan, pertahanan pangan dan kecurangan pangan, serta motivasi
tindakannya diilustrasikan pada Gambar 3. Pada Gambar 3, food safety, food
quality versus food fraud, food defense digambarkan pada kuadran yang terpisah.
Ini didasarkan pada perbedaan asal kontaminasi pada produk. Food fraud dan
food defense adalah sistem pengawasan keamanan pangan yang terarah pada
kontaminasi produk yang disengaja. Food safety dan food quality terarah pada
kontaminasi produk yang tidak disengaja. Motivasi tindakan kontaminasi pada
food fraud berbeda dengan food defense . Food fraud didasarkan pada motif
ekonomi dan tujuannya adalah memperoleh keuntungan, sedangkan food defense
didasarkan pada motif ideologi dan memiliki motivasi untuk membahayakan
konsumen, perusahaan dan negara (FSSC 2018). Terkait dengan penjelasan
tersebut, maka food fraud digambarkan secara terpisah dengan food defense .

Motif tindakan : ekonomi Food safety

Motivasi : keuntungan

Kontaminasi produk yang tidak disengaja

Food Food
Sfraud quality

Kontaminasi produk karena kesengajaan

Food defense

Motif tindakan : ideologi
Motivasi : membahayakan

Gambar 3 Keterkaitan antara empat sistem pengawasan pangan, motif dan
motivasi dari kejadian yang dilakukan (GFSI 2014)

Risiko lain yang muncul terkait insiden food fraud selain 3 resiko yang
dituliskan di atas adalah risiko kepercayaan pada pangan, pemerintah atau
regulator, industri, dan pasar. Kerugian ekonomi dan keuangan yang ditimbulkan
sangat besar karena konsumen beralih ke produk atau kategori makanan lainnya
dan merek yang lain (Tibola et al. 2018).

Beberapa komoditas pangan dilaporkan rentan terhadap food fraud.
Berdasarkan basis data dari United State Pharmacopeial Convention (USP)



terdapat 9 jenis pangan yang sering terpublikasi dalam insiden kecurangan pangan
yaitu minyak zaitun, makanan laut dan ikan, susu dan produk turunannya, madu
dan pemanis alami dari bahan baku buah, kopi, teh, rempah-rempah misalnya
saffron, bahan pangan organik, dan pangan yang mengandung bahan tambahan
pangan (Johnson 2014). Prevalensi terjadinya insiden kecurangan pangan pada
susu berdasarkan basis data USP adalah sebesar 14% (Schrijver 2017).

Faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kecurangan pangan di susu
secara umum adalah sifat susu yang secara alami merupakan bahan yang mudah
rusak, adanya kesenjangan pemintaan dan pasokan bahan baku, fluktuasi harga
karena kesenjangan di rantai pasok susu, kemampuan daya beli masyarakat, dan
metode deteksi kecurangan pangan pada bahan baku susu yang tidak memadai
(Azad dan Ahmed 2016). Penelitian Daud et al. (2015) tentang risiko pada rantai
pasok susu di Indonesia, menyebutkan bahwa risiko terbesar tentang kualitas susu
berada pada peternak dan koperasi pengumpul susu. Risiko tersebut antara lain
risiko kualitas binatang ternak yang berpengaruh pada jumlah susu yang
dihasilkan, ketersediaan pakan yang berpengaruh pada kualitas susu, praktik
pemerahan susu yang berpengaruh pada kualitas susu, pencampuran susu dengan
kualitas berbeda dalam 1 tangki pengumpul, dan transportasi susu (Daud et al.
2015). Food fraud berpotensi dilakukan oleh pemasok susu yaitu peternak,
koperasi pengumpul susu dan perusahaan peternakan.

2.4 Elemen Kerentanan Food Fraud

Teori aktivitas rutin Cohen dan Fehson (1979) menyatakan bahwa
kriminalitas dapat terjadi jika terdapat kesesuaian waktu dan tempat yang tepat
untuk melakukan tindakan kriminalitas, target yang tepat, dan tidak terdapat
pengawasan. Pendekatan teori aktivitas rutin ini digunakan sebagai dasar untuk
melakukan analisa kerentanan food fraud (food fraud vulnerability
assessment/FFVA). Segitiga kriminalitas atau crime triangle diadopsi pada food
fraud menjadi 3 elemen kunci yaitu kesempatan, motivasi pelaku, dan pengawasan.
Keterkaitan antar elemen kunci ditunjukkan pada Gambar 4.

Sistem pada
pengawasan kecurangan
pangan

Gambar 4 Skema faktor kerentanan kecurangan pangan atau food fraud
berdasarkan teori aktivitas rutin (Ruth et al. 2017)

Faktor kesempatan yang berpengaruh pada food fraud adalah kesempatan
teknis dan kesempatan waktu dan tempat. Kesempatan teknis adalah kemudahan
produk atau bahan untuk dicurangi dengan teknologi yang tersedia secara luas.
Akses teknologi yang mudah dan cepat memudahkan pelaku untuk bertindak
(Marvin et al. 2016). Kesempatan waktu dan tempat artinya adalah food fraud akan
tinggi peluangnya bila pelaku memiliki akses yang luas dan mudah pada lingkungan
yang mendukung. Kerentanan terjadinya food fraud lebih tinggi terjadi bila pelaku
dan korban terpisah tempat (lokasi). Hal ini berarti semakin kompleks rantai pasok,
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semakin tinggi kesempatan terjadinya food fraud karena kurang transparannya
jaringan suplai (Benson dan Simpson 2009).

Faktor motivasi menjawab alasan mengapa dilakukan food fraud oleh
oknum tertentu. Faktor ekonomi dan kebutuhan suplai barang menjadi motivasi
terjadinya food fraud. Faktor ekonomi dipicu oleh perbedaan harga suplai dan jual
produk. Perbedaan harga dipengaruhi oleh perbedaan regulasi antar negara,
keadaan ekonomi negara yang memasarkan produk, serta nilai barang itu sendiri.
Semua biaya tersebut akan dibebankan pada pemasok produk. Barang atau produk
yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan lebih rentan terhadap food fraud. Hukum
suplai dan permintaan menyatakan bahwa kenaikan permintaan barang dan
kelangkaan barang di pasar dapat memberi peluang terjadinya food fraud (Manning
dan Soon 2014). Peningkatan volume impor bahan baku susu salah satunya
disebabkan karena adanya revisi Permentan No. 30 tahun 2018 menjadi Permentan
No. 33 tahun 2018 tentang Peraturan Penyediaan dan Peredaran Susu di Indonesia.
Permentan No. 33 tahun 2018 menjelaskan bahwa pemenuhan bahan baku yang
sejauh ini dipenuhi dari impor tidak lagi harus dipersyaratkan melalui ada atau
tidaknya kemitraan dengan peternak (Pratama dan Pernando 2018). Adanya aturan
tersebut, memberikan kelonggaran bagi keran impor bahan baku susu. Selain
alasan ekonomi, motivasi dapat disebabkan oleh budaya. Faktor budaya yang
memengaruhi terjadinya food fraud adalah etika (ber)bisnis, strategi bisnis, ada
tidaknya insiden food fraud, dan tingkat korupsi suatu negara (Ruth et al. 2017).

Faktor kerentanan ketiga adalah pengawasan atau kontrol. Pengawasan
dibagi menjadi 2 yaitu faktor teknis dan manajerial. Faktor manajerial yang
dicontohkan misalnya kebijakan whistle blower pada perusahaan, kontrak
perjanjian dengan pemasok dalam skala waktu tertentu, pengawasan sosial dengan
supply chain untuk memastikan proses suplai transparan, serta seleksi karyawan
dengan menggunakan tes integritas. Faktor teknis adalah pengawasan yang
dibentuk untuk mendeteksi food fraud didasarkan pada data prevalensi terjadinya
food fraud di suatu produk. Faktor teknis disebut juga sebagai faktor utama karena
meliputi pembentukan sistem pendeteksi untuk mencegah terjadinya food fraud
(Crain et al. 2017).

2.5 Sistem Pengawasan Susu di Indonesia

Di Indonesia, terdapat tiga perundangan yang digunakan pada di industri
pangan olahan yang berkaitan dengan food fraud yaitu UU No. 18 tahun 2012
tentang Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
Peraturan KBPOM No. 31 tahun 2018 yaitu terkait Label Pangan Olahan. Undang
Undang No. 18 tahun 2012 pasal 89 menyatakan bahwa setiap orang dilarang
memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu
pangan yang tercantum dalam label kemasan. Undang Undang No. 8 tahun 1999
pasal 7 menyarankan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, menjamin mutu
barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Organisasi internasional untuk standardisasi (ISO) memasukkan food
fraud ke dalam sistem manajemen keamanan pangan 1SO 22000 pada sistem
penanganan bahaya untuk semua ancaman (Spink et al. 2019). GFSI sebagai



11

perwakilan asosiasi industri internasional menerbitkan GFSI Guidance Document
versi 7 yang menetapkan bahwa setiap organisasi yang masuk dalam asosiasi
GFSI harus melakukan kajian kerentanan food fraud dan rencana pengawasan
terhadap food fraud di sistem manajemen keamanan pangannya.

Saat ini, sistem pengawasan yang diterapkan di industri susu bubuk
Indonesai terutama untuk susu bubuk formula adalah sistem pengawasan berbasis
risiko secara mandiri yaitu Program Manajemen Risiko atau PMR. PMR dirancang
oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan pemenuhan persyaratan keamanan,
mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang
berlaku (BPOM 2019). PMR didasarkan pada konsep HACCP vyaitu pencegahan
masuknya kontaminan biologi, kimia dan fisik pada bahan pangan melalui
pengaturan berbasis risiko pada lini produksi atau pengolahan pangan. Pengawasan
pada pemasok bahan baku atau pemasok susu segar didasarkan pada program
pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring) dan pemeriksaan (inspection)
terhadap setiap mata rantai pasok pada industri susu bubuk.

PMR vyang diterapkan pada pelaku usaha tidak dapat secara langsung
mencegah kerentanan pada food fraud. Ini disebabkan karena tindakan food fraud
merupakan tindakan yang sengaja dirancang untuk menghindari deteksi pada sistem
pengawasan. Insiden food fraud lebih sulit untuk diantisipasi dan dideteksi
dibandingkan dengan insiden keamanan pangan (USP 2016). Tindakan mitigasi
untuk food fraud harus mempertimbangkan kejadian yang tidak terpikirkan
sebelumnya untuk diantisipasi. Meski undang-undang terkait food fraud sudah
ada di Indonesia namun diperlukan panduan praktik yang baik untuk memitigasi
risiko food fraud. Saat ini, belum terdapat panduan dari pemerintah terkait hal ini
sehingga pengawasan sistem keamanan pangan yang terdapat saat ini di industri
susu bubuk mengacu pada penerapan PMR.

Pada tahun 2014, GFSI menetapkan bahwa setiap organisasi yang masuk
dalam asosiasi GFSI harus melakukan kajian kerentanan food fraud dan rencana
pengawasan pada kerentanan food fraud. Food fraud harus terintegrasi dalam
sistem manajemen keamanan pangan yang diterapkan oleh industri. Program
sertifikasi internasional yang diakui oleh GFSI dengan ruang lingkup industri
pengolahan hasil hewan dan tumbuhan antara lain British Retail Consorsium
Global Standard (BRCGS), Food Safety System Certification 22000, International
Featured Standard, Primus Global Food Safety Standard, Safe Quality Foods.
Klausul persyaratan food fraud pada program sertifikasi internasional dituliskan
pada Tabel 2.

Tabel 2 Persyaratan food fraud pada program sertifikasi internasional

Standar Tahun Klausul Penjelasan klausul
sertifikasi publikasi
FSSC 22000 April 2018 2.1.4 Persyaratan ~ 1.manajemen layanan
versi 4.1 tambahan 2.pelabelan produk

3.pertahanan pangan,
pencegahan food fraud
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Tabel 2 Persyaratan food fraud pada program sertifikasi internasional (lanjutan)

Standar Tahun Klausul Penjelasan klausul
sertifikasi publikasi
IFS November 4.21.1 Food Penilaian kerentanan
(International 2017 Fraud food fraud harus
Featured dilakukan pada
Standard) versi semua bahan baku,
6.1 bahan, pengemasan

dan proses yang
melibatkan pihak
ketiga untuk
menentukan risiko
kerentanan food

fraud
SQF Code edisi 2019 1.7.2.Food fraud ~ Metode, tanggung
8.1 jawab dan

kriteria untuk
mengidentifikasi
kerentanan food fraud
harus
didokumentasikan,
dilaksanakan dan
dipelihara.

Penilaian kerentanan
food fraud mencakup
kerentanan penggantian
produk, pelabelan,
pengenceran,
pemalsuan, atau barang
curian yang berdampak
negatif terhadap
keamanan pangan

2.6 Penilaian Kerentanan Food Fraud

Penilaian kerentanan food fraud dapat dilakukan dengan berbagai piranti
yaitu TACCP (Threat Analysis Critical Control Point), VACCP (Vulnerability
Critical Control Point), Food Protection Risk Matriks (Spink dan Moyer 2011),
Food fraud Model National Sanitation Foundation (NSF 2014), USP Preventive
Food fraud Management System, CARVER (Criticality Accesibility
Recuperability Vulnerability) + Shock Tools dan piranti SSAFE (Manning dan
Soon 2016). TACCP merupakan sistem manajemen risiko melalui evaluasi
ancaman, identifikasi kerentanan, dan penerapan dari sistem pengawasan.
Mekanisme TACCP adalah penghitungan kualitatif yaitu kemungkinan kejadian
dan dampak yang muncul (Pustjen 2016). VACCP adalah penilaian kerentanan
organisasi terhadap kecurangan yang disengaja. Mekanisme VACCP adalah
penghitungan kualitatif yaitu kemungkinan kejadian dan dampak yang muncul
(Manning dan Soon 2016).
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VACCP TACCP Food USP CARVER NSF
Protection Preventive + Shock
Risk Food fraud Tools
Management
system
Tujuan Penilaian  Penilaian Penilaian Penilaian Membantu  Meng-
risiko risiko risiko food risiko untuk berpikir antispasi
ancaman  ancaman fraud mencegah seperti terjadi-
bahaya bahaya food fraud penyerang  nya
yang yang terutama dan kecurang
disengaja  disengaja untuk bahan menentu- -an di
dengan dengan baku pangan kan titik produk
motivasi  motivasi paling pangan
ideologi  ekonomi rentan terutama
atau dalam pada
perilaku sistem nilai
organisasi  produk
Mekanis-  Penilaian  Penilaian Matrik Penilaian Didasar- Penilaian
me risiko = risiko = risiko untuk  kerentanan kanpada7 risiko
penilaian kemungk kemungkin meng food fraud atribut berdasar-
risiko inan an identifikasi secara dengan kan
kejadian  Kkejadian x  motivasi terstruktur skor 1-10 sistem
X dampak food fraud dilengkapi - kuadran
dampak  dari namun tidak  dengan Criticality:
dari ancaman menghitung  pedoman diukur dari  -Kuadran
ancaman dampak mitigasi dampak kanan
ancaman risiko. kesehatan  atas:
yang dan karak-
ditimbulkan ~ Terdapat 9 ekonomi teristik
faktor bila terjadi  produk
kerentanan insiden yang
food fraud rentan
Accessibili  terhadap
Penghitung- ty: food
kemudaha  fraud
n akses
masuknya  Kuadran
bahaya Kiri
dan jalan bawah:
keluar karak-

teristik
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Tabel 3 Perbandingan sistem penilaian food fraud (lanjutan)
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VACCP  TACCP Food
Protection

Risk

USP
Preventive
Food fraud

Management
system

CARVER
+ Shock
Tools

NSF

an risiko
dengan
matriks

Recuper-
ability :
kemudaha
n sistem
untuk
pulih
setelah
terjadinya
insiden

Vulnerabi-
lity:
kemudaha
n
dilakukan
bahaya

- Effect :
dampak
langsung
dari
insiden
diukur dari
dampak
biaya
produksi

Recogniza
bility :
kemudah-
an

identifikasi

bahaya
-Shock :

penghitung

-an
dampak
psikologis,
ekonomi
dan
kesehatan
masyaraka
t setelah
terjadinya
insiden

tik produk
yang paling
tidak
menarik
untuk
dilakukan
food fraud

Kerentanan
untuk
melakukan
food fraud
digambarka
n dengan
lingkaran
pada
kuadran

*Sumber: Manning dan Soon 2016
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GFSI sebagai asosiasi industri internasional mengenalkan penilaian
kerentanan food fraud berdasarkan faktor yang mendukung kerentanan tersebut.
Piranti yang digunakan untuk penilaian kerentanan adalah SSAFE (safe supply
affordable food everywhere. SSAFE memungkinkan perusahaan melakukan
penilaian mandiri terhadap kerentanan food fraud di rantai pasoknya. SSAFE tools
pada Lampiran 1, terdiri dari 50 pertanyaan yang mengidentifikasi faktor kerentanan
food fraud yaitu kesempatan (11 pertanyaan), motivasi (20 pertanyaan), dan sistem
pengawasan (19 pertanyaan) (Ruth et al. 2018).

Penilaian kerentanan food fraud dengan piranti SSAFE ini berdasarkan
pada kerangka kerja kriminologi. Ada 3 faktor yang menentukan kerentanan
terhadap food fraud yaitu kesempatan dan motivasi yang ditentukan oleh
lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Tindakan pengawasan yaitu sistem
manajemen keamanan pangan perusahaan, pengawasan eksternal industri sejenis,
dan regulasi pemerintah. Industri yang beroperasi pada lingkungan yang memiliki
risiko food fraud tinggi berpeluang memerlukan sistem pengawasan khusus untuk
meminimalkan risiko food fraud. Selain itu, hasil dari penilaian SSAFE dapat
digunakan oleh industri untuk mengembangkan sistem mitigasi yang membatasi
kerentanan dan dampak yang muncul akibat food fraud (SSAFE 2015).

Indikator yang digunakan pada penilaian kerentanan food fraud dari
piranti SSAFE dijabarkan pada Tabel 4. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi
3 yaitu kesempatan, motivasi, dan pengawasan. Faktor kesempatan memiliki 11
indikator kerentanan antara lain kompleksitas bahan baku, ilmu pengetahuan dan
teknologi melakukan food fraud, metode deteksi food fraud, transparansi rantai
pasok, dan kasus food fraud yang pernah terjadi. Faktor motivasi memiliki 20
indikator antara lain keseimbangan pasokan dan permintaan produk, komponen
bernilai dari bahan baku, kondisi perekonomian perusahaan, strategi organisasi
perusahaan, etika bisnis dari perusahaan, tingkat korupsi dari negara lokasi
pemasok berada, pertumbuhan sektor ekonomi, tingkat kompetisi pada sektor
industri yang sama, dan lain sebagainya. Gambaran secara lengkap terkait
indikator kerentanan food fraud ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Indikator dari tiga faktor kerentanan kerentanan food fraud

No Kesempatan No Motivasi No Pengawasan

1. Kompleksitas melakukan 12.  Pasokan dan harga bahan 32.  Pengawasan bahan

food fraud pada bahan baku baku
baku

2. Ketersediaan teknologi  13.  Atribut khusus yang 33.  Verifikasi
dan pengetahuan menentukan nilai bahan pengawasan food
melakukan food fraud baku fraud di bahan baku
pada bahan baku

3. Kemampuan 14.  Kondisi ekonomi 34.  Pengawasan food
deteksi food fraud perusahaan fraud di produk akhir
di bahan baku

4.  Ketersediaan teknologi  15.  Strategi bisnis 35.  Verifikasi sistem
dan pengetahuan perusahaan pengawasan food
melakukan food fraud fraud produk akhir
bahan baku

5. Kemampuan deteksi 16. Budaya atau etika 36.  Sistem
food fraud di produk bisnis dari perusahaan informasi

akhir perusahaan
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Tabel 4 Indikator dari tiga faktor kerentanan kerentanan food fraud (lanjutan)

No Kesempatan No Motivasi No Pengawasan
6.  Kompleksitas 17.  Rekam jejak tindak 37.  Sistem pelacakan dan
melakukan pemalsuan kriminal dari perusahaan penelusuran di
perusahaan
7. Kemudahan 18.  Tingkat korupsi pada 38.  Sistem seleksi
mendeteksi pemalsuan negara dimana integritas karyawan
di produk akhir perusahaan berada
8. Gambaran aktivitas 19.  Kemampuan keuangan 39. Kaode etik perusahaan
proses produksi pemasok
9. Gambaran transparansi  20.  Kondisi ekonomi 40. Kebijakan whistle
dijaringan pasok produk pemasok langsung blowing perusahaan
10.  insiden food fraud di 21.  Bisnis strategi pemasok ~ 41.  Persyaratan kontrak
bahan baku yang sama pemasok
11. Insiden food fraud di 22.  Budaya etika bisnis 42.  Sistem pengawasan
produk akhir yang sama pemasok fraud pada pemasok

23.  Tindak kriminal yang 43.  Pengawasan sistem
dilakukan oleh pemasok keseimbangan bahan

baku pada pemasok

24.  Viktimisasi pemasok 44.  Sistem pelacakan dan

penelusuran pada
pemasok

25.  Tingkat korupsi negara 45. Pengawasan oleh
asal pemasok sistem sosial

26.  Kondisi ekonomi dari 46. Pengawasan fraud
industri susu (pesaing pada perusahaan
dan perusahaan saat ini)

27. Rekam jejak tindakan 47. Kebijakan pangan
kriminal yang negara
dilakukan oleh
pelanggan

28. Budaya dan etika bisnis ~ 48.  Penegakan hukum
dari rantai pasok susu pada rantai pasok
secara umum (meliputi lokal
pesaing diindustri yang
sama)

29. Rekam jejak adanya 49. Penegakan hukum
tindakan kriminal pada pada jaringan pasok
industri sejenis

30.  Tingkat kompetisi dari 50. Rencana tanggap

industri sejenis

darurat bila terjadi
food fraud di
perusahaan

3.1 Waktu dan Tempat

METODE

Penelitian ini dilakukan pada dua industri susu bubuk yaitu PT X dan PT

Y yang berlokasi di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, dari bulan Maret hingga Mei
2020. Kedua perusahaan ini memiliki cakupan kegiatan mulai dari tahap
penerimaan bahan baku, proses produksi dan melakukan pemasaran produk ke
konsumen (processor dan distributor). Karakteristik kedua perusahaan disajikan
pada Tabel 5.
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Tabel 5 Karakteristik perusahaan produsen susu bubuk pada penelitian ini

Nama perusahaan Jumlah karyawan Sumber bahan baku
PT X 850 orang Perusahaan menggunakan 2 jenis
bahan baku yaitu bubuk susu yang
diimpor dan susu cair dari koperasi
petani lokal
PTY 400 orang Bahan baku adalah bubuk susu yang
diimpor

Rantai pasok PT X melibatkan lebih banyak pihak dibandingkan PT Y karena
menggunakan dua jenis bahan baku yaitu susu cair yang dipasok secara lokal dan
bubuk susu yang dipasok secara impor. Gambaran rantai pasok PT X dan PT Y
secrta pihak yang terlibat digambarkan pada Gambar 5 dan 6.

Koperasi

Susu segar

Gudang
Prod |—b A —
ki ® rodusen produsen

MILK
POWDER
v

Jasa

. Perantara Gudang |, Pelabuhan
Bubuk susu r perantara Pengangkutan a

Gambar 5 Rantai pasok PT X dengan bahan baku dan asal pemasok

—— produsen v

Jasa Industri —
Pengangkutan Pengolahan 4’| Distributor I—’l Konsumen |
Bubuk susu , Gudang )
perantara

Gambar 6 Rantai pasok PT Y dengan bahan baku dan asal pemasok

Industri Distributor

*{ Konsumen

MILK
POWDER

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop, handphone dan
alat perekam. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner
SSAFE (2015) yang terdiri dari 50 pertanyaan dan tambahan satu pertanyaan
terbuka untuk mengidentifikasi faktor lokal yang relevan terhadap kerentanan
food fraud. Kuesioner SSAFE mendeskripsikan 3 elemen kunci kerentanan food
fraud yaitu kesempatan, motivasi, dan pengawasan. Pada kuesioner tersebut,
kriteria pemberian skor pada setiap pertanyaan telah ditentukan didalam kuesioner
tersebut.

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui pengumpulan data primer dan data
sekunder. Data primer diperolen melalui pengamatan langsung, wawancara
dengan responden dan diskusi terfokus. Data sekunder diperoleh melalui
pengumpulan bahan pustaka dan publikasi ilmiah. Tahapan penelitian ini terdiri
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atas 4 tahap yaitu (1) penentuan responden, (2) wawancara responden, (3) analisis
data, dan (4) penyusunan strategi mitigasi.

3.3.1 Penentuan Responden

Responden penelitian adalah pelaku industri dan otoritas pemerintah
penyusun regulasi keamanan pangan (BPOM). Pelaku industri adalah pimpinan
departemen yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis di bagian tersebut.
Responden BPOM adalah Kepala Seksi Inspeksi Badan Pengawasan Obat dan
Makanan. Karakteristik responden dan tema pertanyaan sesuai dengan piranti

SSAFE dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6 Responden dan tema pertanyaan wawancara (lanjutan)

No Elemen kunci kerentanan food fraud Responden

1. Kompleksitas melakukan food fraud pada bahan baku Manajer keamanan pangan

2. Ketersediaan teknologi dan pengetahuan untuk Manajer keamanan pangan
melakukan food fraud pada bahan baku

3. Kemampuan mendeteksi cemaran bahan baku Manajer keamanan pangan

4.  Ketersediaan teknologi dan pengetahuan untuk Manajer keamanan pangan
melakukan pencemaran pada produk akhir

5. Kemampuan mendeteksi cemaran pada produk akhir Manajer keamanan pangan

6.  Kompleksitas melakukan pemalsuan produk akhir Manajer keamanan pangan

7. Kemampuan mendeteksi pemalsuan produk akhir Manajer supply chain

8. Deskripsi aktivitas proses produksi Manajer supply chain

9.  Transparansi jaringan pasok Manajer supply chain

10. Insiden food fraud di bahan baku sejenis Manajer keamanan pangan

11. Insiden food fraud di produk jadi Manajer keamanan pangan

12 Pasokan dan harga bahan baku Manajer procurement

13.  Atribut khusus yang menentukan nilai bahan baku Manajer procurement

14. Kondisi ekonomi perusahaan Manajer keuangan

15. Strategi bisnis perusahaan Manajer keuangan

16  Budaya atau etika bisnis dari perusahaan Kepala pabrik

17. Insiden tindak pidana perusahaan di masa lampau Kepala pabrik

18  Tingkat korupsi negara Berdasarkan literatur atau

laporan publikasi

19. Gambaran tekanan keuangan perusahaan ke pemasok Manajer keuangan

20. Kondisi ekonomi pemasok Manajer keuangan

21. Bisnis strategi pemasok Manajer procurement

22. Budaya etika bisnis dari pemasok Manajer procurement

23. Tindak kriminal dari pemasok Manajer procurement

24. Viktimisasi pemasok Manajer procurement

25. Tingkat korupsi negara asal pemasok Manajer procurement

26. Kondisi ekonomi pemasok Manajer procurement

27. Kredibilitas dari pemasok Manajer procurement

28. Etika bisnis industri susu dan rantai pasoknya Manajer procurement

29. Tindakan kriminal dimasa lampau terkait fraud di Manajer general secretary
industri sejenis

30. Tingkat kompetisi industri sejenis

31. Perbedaan harga bahan baku dan produk akhir di Manajer procurement
berbagai negara karena regulasi

32. Pengawasan bahan baku

33.  Verifikasi pengawasan food fraud di bahan baku Manajer keamanan pangan

34. Pengawasan food fraud di produk akhir Manajer keamanan pangan
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Tabel 6. Responden dan tema pertanyaan wawancara (lanjutan)

No Elemen kunci kerentanan food fraud Responden

35. Verifikasi pengawasan food fraud produk akhir Manajer keamanan pangan

36. Sistem informasi perusahaan terkait pengecekan stok  Manajer keuangan

37. Sistem pelacakan dan penelusuran perusahaan Manajer procurement

38. Sistem seleksi integritas karyawan Manajer HRD

39. Pedoman etika bisnis perusahaan Manajer general secretary

40. Kebijakan whistle blowing perusahaan Manajer general secretary

41. Persyaratan kontrak pemasok Manajer procurement

42. Sistem pengawasan fraud pada pemasok Manajer procurement

43. Pengawasan sistem keseimbangan bahan baku pada Manajer procurement

pemasok

44, Sistem pelacakan dan penelusuran pada pemasok Manajer keamanan pangan

45. Pengawasan oleh sistem sosial Manajer regulasi

46. Efektifitas pengawasan food fraud di rantai pasok Manajer general secretary

47. Kebijakan pangan negara Kepala Seksi  Inspeksi
Badan Pengawas Obat dan
Makanan

48. Penegakan hukum pada rantai pasok lokal Kepala Seksi  Inspeksi
Badan Pengawas Obat dan
Makanan

49. Penegakan hukum pada jaringan pasok Kepala Seksi  Inspeksi
Badan Pengawas Obat dan
Makanan

50. Rencanatanggap darurat bila terjadi food fraud di Manajer keamanan pangan

perusahaan
51. Faktor lokal lain yang mendukung food fraud Semua responden

3.3.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengatur jadwal responden sesuai dengan
tema pertanyaan yang dijelaskan di Tabel 6. Materi kuesioner dikirim ke responden
beberapa hari sebelum wawancara. Materi wawancara adalah daftar pertanyaan
terkait kerentanan food fraud yang diambil dari kuesioner SSAFE. Wawancara
diawali dengan menjelaskan latar belakang penelitian oleh peneliti untuk
memberikan gambaran penelitian secara utuh. Setiap pertanyan memiliki satu
jawaban akhir yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam
kuesioner. Pada akhir wawancara, diajukan pertanyaan terbuka ke responden untuk
mengidentifikasi apabila terdapat faktor lain yang dapat mendukung kerentanan
food fraud. Perekaman data dan pencatatan dilakukan untuk keperluan analisis data.

3.3.3 Analisis Data

Analisis data diawali dengan memastikan hasil wawancara telahdikonversi
dalam skor sesuai kriteria pada kuesioner SSAFE. Untuk menghindari bias saat
penentuan skor, alasan pemilihan jawaban dituliskan pada kolom pertimbangan
yang terdapat di piranti SSAFE. Skor kerentanan food fraud ditunjukkan dengan
skala 1 — 3. Pada faktor kesempatan dan motivasi, skor 1 berarti kerentanan
terhadap food fraud rendah, skor 2 menunjukkan kerentanan yang sedang, dan skor
3 menunjukkan kerentanan yang tinggi. Pada pertanyaan yang merupakan indikator
sistem pengawasan, skor ini berlaku sebaliknya. Skor 1 menunjukkan kerentanan
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tinggi pada food fraud karena lemahnya sistem pengawasan, sedangkan skor 2
dan 3 menujukkan kerentanan yang sedang dan rendah. Tahap selanjutnya adalah
analisis data yang terbagi menjadi 3 tahap sebagai berikut:

1 Analisis pemetaan masing-masing perusahaan. Pemetaan didasarkan pada
skor jawaban kuesioner SSAFE. Hasil yang didapatkan adalah diagram
radar ketiga faktor kerentanan dari dua perusahaan. Pada tahap ini
dilakukan analisa perbandingan kesamaan dan perbedaan hasil pemetaan
tiap indikator dari kedua perusahaan

2. Analisis pemetaan gabungan kedua perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk
melihat faktor utama kerentanan food fraud di industri susu bubuk. Hasil
pemetaan gabungan adalah diagram radar tiga faktor kerentanan. Metode
perhitungan mengacu pada penelitian Yang et al. (2020). Modifikasi
dilakukan mempertimbangkan jumlah industri yang diobservasi pada
penelitian ini. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

F (i) adalah frekuensi dari skor (1, 2, 3) pada setiap pertanyaan, xjj adalah
jumlah pengamatan yang mendapatkan skor (i) pada kedua perusahaan, n;
adalah jumlah total observasi / perusahaan. Frekuensi skor dengan nilai
yang tertinggi digunakan sebagai skor akhir pada setiap pertanyaan di
pemetaan gabungan. Pada faktor kesempatan dan motivasi, skor 1
menunjukkan kerentanan rendah terhadap food fraud, skor 2 menunjukkan
kerentanan sedang dan skor 3 menunjukkan kerentanan tinggi. Hal ini
berlaku sebaliknya pada pertanyaan di faktor sistem pengawasan. Skor 1
menunjukkan kerentanan tinggi terhadap food fraud karena sistem
pengawasan yang lemah. Skor 2 dan 3 menunjukkan kerentanan sedang dan
rendah (Silvis et al. 2017).

3. ldentifikasi faktor lokal yang berpengaruh terhadap kerentanan food fraud
diperoleh dari hasil wawancara responden. Tahap ini dilakukan dengan
mentabulasikan jawaban responden dari pertanyaan terbuka. Jawaban
tersebut kemudian dicocokkan dengan 50 pertanyaan dari faktor kerentanan
food fraud di piranti SSAFE. Jawaban dikategorikan sebagai faktor lokal
jika tidak terdapat pada 50 pertanyaan SSAFE dan unik. Pengambilan
kesimpulan faktor lokal kerentanan diperkuat dengan validasi terhadap
sumber pustaka.

3.3.4 Penyusunan Strategi Mitigasi

Hasil pemetaan gabungan faktor kerentanan food fraud digunakan untuk
menyusun strategi mitigasi yang dianalisis dengan piranti SSAFE (2020). Strategi
mitigasi yang diterapkan merupakan hasil analisis keterkaitan antara faktor
kerentanan kesempatan, motivasi dan sistem pengawasan. Finalisasi strategi
mitigasi dilakukan dengan FGD (focussed group discussion) yang diikuti oleh
manajer departemen di perusahaan dan divalidasi terhadap sumber pustaka
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pemetaan Kerentanan Food fraud pada Kedua Perusahaan

4.1.1 Faktor Kesempatan

Berdasarkan wawancara dengan responden di kedua perusahaan, hasil
pemetaan untuk faktor kesempatan terhadap food fraud di PT X dan Y
ditunjukkan pada Gambar 7.

1. Kompleksitas
melakukan
kecurangan di...

11. Insiden 2. Teknologi
kecurangan di produk ,-./ j\, melakukan

-~ - - e )
sejenis e P ecurangan di...
10. Insiden 2
2

~ p 3. Deteksi kecurangan
kecurangan di bahan 4 3 . =
di bahan baku

baku sejenis ]
! \ 4. Teknologi
9. Gambaran rantai \ , 3 3 1.nelea 1\‘113{:1%1.
5 / kecurangan di...
L.

8. Gambaran proses v—v/ 5. Deteksi kecurangan
produksi di produk
6. Kompleksitas

pemalsuan di produk
akhir

pasok

7. Deteksi pemalsuan
produk akhir

Gambar 7 Hasil pemetaan faktor kesempatan PT X (—) dan PT Y(----)

PT X dan PT Y menunjukkan kesamaan nilai kerentanan tinggi pada indikator
nomor 2, 4, 10 dan 11. Keempat indikator tersebut adalah ketersediaan teknologi
dan pengetahuan untuk melakukan food fraud di bahan baku dan produk akhir
(indikator nomor 2, 4) dan laporan insiden food fraud yang pernah terjadi di bahan
baku dan produk akhir (indikator 10,11). Semakin sederhana teknologi untuk
melakukan food fraud dan diketahui secara luas, semakin tinggi kerentanan
terhadap food fraud. Penilaian pertanyaan ini dilakukan dengan mengevaluasi
prevalensi insiden food fraud pada bahan baku susu dan produk akhir. Tingginya
prevalensi food fraud pada suatu bahan baku mengindikasikan bahwa terdapat
teknologi dan ilmu pengetahuan yang digunakan secara umum.

Prevalensi food fraud pada susu dan turunannya di Brasil mencapai 38%
dibandingkan jenis pangan lain yaitu minyak sawit, minyak zaitun, daging, ikan,
teh, dan kopi (Tibola et al. 2018). Analisis kerentanan food fraud menggunakan
basis data USP tahun 1980 hingga 2010 menunjukkan susu termasuk dalam 7 bahan
baku yang memiliki laporan food fraud terbanyak (Moore et al. 2012). Teknologi
yang digunakan pada bahan baku susu cair umumnya adalah teknologi sederhana
yaitu pengenceran, penggantian bahan dan penggunaan bahan lain. Pengenceran
dilakukan dengan menambah air untuk meningkatkan volume. Penggantian bahan
lain contohnya penggunaan lemak nabati, tepung beras, glukosa, bubuk whey untuk
meningkatkan kekentalan dan menjaga komposisi dari lemak, karbohidrat dan
protein pada susu (Motta et al. 2014). Penggunaan bahan lain pada susu yang
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pernah dipublikasikan antara lain hidrogen peroksida, sodium karbonat, bikarbonat
dan urea digunakan untuk meningkatkan umur simpan (Afzal et al. 2011). Praktik
kecurangan pangan yang sering ditemukan pada bahan baku susu cair di Indonesia
adalah penambahan santan, air cucian beras, air tajin, dan air (Saleh 2004). Pada
produk akhir yang berupa susu bubuk, food fraud yang pernah dilaporkan adalah
penggantian tanggal kedaluwarsa, penggantian susu dengan tepung, dan pemalsuan
produk susu (Decernis 2019).

Perbedaan kerentanan faktor kesempatan ditunjukkan pada indikator nomor
1 yaitu kompleksitas bahan baku. PT X memiliki kerentanan tinggi dan PT Y
memiliki kerentanan sedang (Gambar 7). Ini disebabkan karena perbedaan tipe
bahan baku yang digunakan. PT X menerima 2 jenis bahan baku yaitu bubuk susu
dan susu cair, sedangkan PT Y hanya menerima 1 jenis bahan baku yaitu bubuk
susu. Tipe bahan baku berkaitan pada tingkat kemudahan melakukan food fraud.
Semakin mudah komposisi bahan baku diubah, kerentanan pada food fraud akan
semakin tinggi. Urutan bahan baku dari yang mudah hingga sulit dilakukan food
fraud adalah bahan cair, bubuk, dan material padat (PWC 2016). Bahan baku susu
cair rentan food fraud karena mudah dicampur dengan bahan kontaminan lain (Jack
2015).

Faktor kesempatan yang memiliki kerentanan rendah di kedua perusahaan
adalah transparansi rantai pasok dan gambaran proses produksi (indikator nomor 8
dan 9). Rantai pasok transparan yang dimaksud adalah pada pengadaan bahan baku
yang diimpor dan yang diperoleh dari peternak lokal. Hal ini berlawanan dengan
hipotesis semula bahwa bubuk susu impor memiliki kerentanan terhadap food fraud
karena rantai pasok yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Pada penelitian
di kedua perusahaan digambarkan bahwa rantai pasok kedua perusahaan dengan
pemasok bersifat transparan. Bubuk susu impor dipasok oleh pemasok yang
memenuhi kualifikasi teknis, manajemen, dan keuangan. Kontrak pembelian bahan
baku dan hubungan bisnis yang dilakukan berorientasi jangka panjang dan
terintegrasi di rantai pasoknya. Ini juga terjadi pada bahan baku bubuk susu yang
diimpor menggunakan perantara. Perantara yang digunakan oleh kedua perusahaan
mengacu pada organisasi internasional yaitu Global Dairy Trade yang memiliki
reputasi baik. Di sisi lain, PT X menggunakan bahan baku susu cair yang diambil
dari peternak lokal. Meski demikian, hubungan bisnis juga dilakukan untuk
orientasi jangka panjang dengan pembinaan, transparansi spesifikasi bahan baku
yang diterima atau ditolak, dan penentuan harga berdasarkan kualitas bahan baku.
Hubungan baik dan transparansi antara pemasok dan perusahaan ditunjukkan
dengan kesediaan pemasok untuk diaudit tanpa pemberitahuan oleh perusahaan.
Frekuensi audit adalah dua kali per tahun. Selain pengadaan bahan baku, kerentanan
rendah pada food fraud juga dimiliki oleh indikator fasilitas proses produksi. Proses
produksi di kedua perusahaan dilakukan dengan sistem batch berkelanjutan selama
24 jam. Pengawasan dilakukan dengan menerapkan food defense . Pemetaan area
kritis di seluruh pabrik didasarkan pada kajian TACCP. Fasilitas produksi termasuk
area kritis yang memiliki sistem pengawasan sepanjang hari sehingga kerentanan
dilakukannya food fraud oleh internal perusahaan dikategorikan rendah.
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4.1.2 Faktor Motivasi

Pemetaan faktor motivasi PT X dan PT Y ditunjukkan pada Gambar 8.
Kedua perusahaan memiliki persamaan kerentanan tinggi pada indikator nomor 18
dan 31. Indikator nomor 18 adalah tingkat korupsi negara Indonesia lokasi kedua
perusahaan. Indonesia berada di peringkat ke 80 pada Corruption Perception
Index tahun 2019 (Transparency 2020). Negara dengan peringkat lebih dari 76
dikategorikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (SSAFE 2015).
Risiko food fraud akan semakin tinggi bila perusahaan berada di negara dengan
level korupsi tinggi (Ruth et al. 2017).

Indikator nomor 31 adalah perbedaan harga bahan baku dan produk susu
di setiap negara karena regulasi yang berbeda. Bahan baku utama bubuk susu
yang digunakan di PT X dan PT Y sebagian besar diimpor dari negara Amerika
Serikat, Selandia Baru, Denmark, dan Australia. Harga bahan baku berbeda di
masing masing negara impor. Harga yang berbeda pada bahan baku ditentukan
oleh tipe pemeliharaan sapi dan periode panen susu. Atribut yang menentukan
harga bahan baku susu antara lain asal wilayah, tipe pemeliharaan dan lokasi
pemeliharaan (Tempesta dan Vecciato 2013), yang berpengaruh pada kualitas
susu yang dihasilkan. Harga bahan baku impor selain ditentukan oleh kualitas,
juga ditentukan oleh biaya tarif impor. Biaya tarif impor merupakan regulasi
pemerintah. Perbedaan harga bahan baku dan biaya tarif impor produk susu di tiap
negara berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap food fraud karena berkaitan
dengan ketersediaan bahan baku. Di Indonesia bahan baku industri susu 79%
diimpor dari luar negeri sehingga ketersediaannya rentan terhadap fluktuasi harga
dari negara asal dan kebijakan pemerintah pada biaya tarif impor.

12. Gambaran pasokan dan penentuan

harga bahan b"“ﬁf\. Atribut khusus penentu harga bahan

31. Perbedaan harga karena regulasi | bakis
30.Tingkat kompetssi industn sejenis 14. Kondisi ekonomi perusahaan
29, Gambaran insiden kecurangan di rantai 15 Strateni bisnis berusibasn
I Alcs SIS perusanal
p.’l\\‘& 2 I ’

28. Etika bisnis di rantai pasok industri 16. Etika bisnis perusahaan

27. Pelanggaran pidana oleh pelanggan -— | 17. Pelanggaran hukum oleh perusahaan
1
; ! o 2
LAY B k 18. Tingkat korupsi negara letak

26. Kondisi ekonomi rantai pasok
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25, Tingkat korupsi di negara pemasok ™ 19. Pengaruh tekanan keuangan
24, Viktimisasi pemasok 20. Kondist ekonomi pemasok
23 Pelanggaran hukum oleh pemasok 21. Strateg: brsmis pemasok

22. Etika bisnis pemasok

Gambar 8 Hasil pemetaan faktor motivasi PT X (—) dan PTY (---)

Perbedaan PT X dan PT Y pada Gambar 8 terdapat pada indikator nomor
25 yaitu negara asal bahan baku yang digunakan. PT X memiliki kerentanan yang
lebih tinggi terhadap food fraud dibandingkan dengan PT Y karena PT X
menggunakan pemasok bahan baku susu cair yang berasal dari peternak lokal.
Risiko kerentanan terhadap food fraud akan tinggi jika pemasok dan pelanggan
berada pada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Indonesia menempati
posisi ke-80 menurut Corruption Perception Index tahun 2019 (Transparency
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2020). Negara dengan peringkat lebih dari 76 dikategorikan sebagai negara yang
memiliki tingkat korupsi tinggi (SSAFE 2015). Bahan baku yang berasal dari
negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki risiko tinggi terhadap food fraud
(USP 2016).

Di kedua perusahaan terdapat kerentanan yang rendah pada indikator
harga dan pasokan bahan baku (nomor 12), strategi bisnis dan etika bisnis
perusahaan (nomor 15, 16), tekanan keuangan perusahaan terhadap pemasok
(nomor 19), kondisi ekonomi pemasok dan strategi bisnis pemasok (nomor 20 dan
21), etika bisnis pemasok (nomor 22), dan penerapan etika bisnis pada industri
susu umumnya (nomor 28). Harga dan pasokan bahan baku susu relatif stabil baik
susu cair dan bubuk susu impor. Penentuan harga bubuk susu impor mengacu
pada Global Dairy Trade yaitu organisasi internasional jual beli produk susu dan
turunannya. Penentuan harga susu cair dalam negeri didasarkan pada mekanisme
pasar dan kesepakatan antara koperasi gabungan peternak susu dan industri.
Kestabilan pasokan bahan baku bubuk susu impor didukung dengan tidak terdapat
larangan ekspor di negara pemasok bubuk susu ke Indonesia, serta kestabilan
kebijakan tarif impor dari pemerintah indonesia.

Indikator selanjutnya adalah indikator nomor 19 hingga 21 yang berkaitan
dengan strategi dan etika bisnis perusahaan dan pemasok. Evaluasi indikator ini
dilakukan dengan mengevaluasi strategi bisnis antara perusahaan dan pemasok,
evaluasi kondisi ekonomi pemasok, dan penerapan etika bisnis di perusahaan dan
pemasok. Strategi bisnis antara perusahaan dan pemasok dilakukan dengan tujuan
jangka panjang. Salah satu contohnya adalah adanya pembinaan pemasok bahan
baku susu cair dan seleksi pemasok. Seleksi peternak lokal dilakukan pada
koperasi unit desa (KUD) sebagai pengumpul susu cair dari peternak. Kriteria
yang ditetapkan adalah KUD harus berbadan hukum, memiliki struktur organisasi
yang jelas dan diperbaharui, memiliki Kkartu identitas, dan bersedia
menandatangani kontrak secara hukum dengan perusahaan. Seleksi pemasok dan
perantara bubuk susu dari luar negeri didasarkan pada beberapa kriteria yaitu
kondisi ekonomi perusahaan, kredibilitas pemasok di organisasi internasional
contohnya Global Dairy Trade, persyaratan teknis kesesuaian bahan baku dengan
spesifikasi yang diharapkan, serta kesesuaian fasilitas perusahaan dengan
persyaratan kualitas dan keamanan pangan. Adanya kriteria tahap seleksi di atas,
memastikan bahwa perusahaan dapat melakukan hubungan bisnis jangka panjang
dengan pemasok terpilih.

Penerapan etika bisnis di kedua perusahaan salah satunya adalah adanya
penerapan kebijakan whistle blower. Kedua perusahaan berada dalam satu grup
korporasi yang sama sehingga memiliki kebijakan etika bisnis yang sama.
Kebijakan whistle blower dalam bisnis perusahaan memungkinkan adanya
penindakan bila terdapat pelaporan pelanggaran etika bisnis oleh karyawan
perusahaan. Penilaian penerapan etika bisnis pada industri susu secara umum
(indikator nomor 28), memiliki kerentanan rendah. Pada industri susu bubuk
terutama produk susu formula, terdapat peraturan internasional yang mengatur etika
pemasaran susu bubuk yaitu kode WHO dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009.
Adanya peraturan ini memberikan pedoman yang harus dipatuhi oleh industri susu
untuk pemasaran produk. Diskusi yang berkaitan dengan penerapan kode etik
pemasaran produk juga sering dilakukan oleh industri susu melalui GAPMMI
(Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia).
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4.1.3 Sistem Pengawasan

Faktor sistem pengawasan dikaitkan dengan 3 pemangku kepentingan
yaitu internal perusahaan, asosiasi industri susu, dan negara. Pada Gambar 9 yang
menunjukkan faktor sistem pengawasan, tidak terdapat indikator dengan skor 1
sebagai indikator yang rentan terhadap food fraud karena rendahnya sistem
pengawasan. Persamaan kedua perusahaan terdapat pada indikator 38, 45 hingga
50 dengan skor 2 yang berarti memiliki kerentanan sedang. Indikator 38, 50
merupakan sistem pengawasan internal perusahaan, indikator 45 dan 46 adalah
sistem pengawasan sosial, sedangkan indikator 47 dan 48 adalah sistem
pengawasan negara.

Skor berbeda dari kedua perusahaan ditunjukkan pada indikator 32.
Indikator ini berkaitan dengan penerapan sistem pengawasan internal untuk
mendeteksi food fraud di bahan baku. Evaluasi sistem ini didasarkan pada sistem
sampling spesifik yang bertujuan mendeteksi food fraud, metode deteksi yang
digunakan, prosedur pengawasan dan dokumentasinya. PT X menerima bahan
baku susu cair memiliki skor 3 artinya sistem pengawasannya tinggi. Ini
didasarkan pada penerapan pengujian di bahan baku susu cair yang bertujuan
mendeteksi food fraud. Pengujian tersebut antara lain alkohol tes, uji titik didih,
sakarosa tes, formalin tes, uji peroksida, uji amilum, uji karbonat, uji klorin, uji
pemasakan, dan uji sedimen. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk
menentukan apakah bahan baku diterima atau tidak. PT Y menggunakan bahan
baku bubuk susu yang diimpor. Pengujian saat kedatangan bahan baku bubuk susu
impor adalah pengujian visual pada integritas kemasan bahan baku, pengujian
parameter kualitas dan keamanan pangan bukan untuk deteksi food fraud dan
pengujian melamin. Pengujian visual dan melamin adalah parameter untuk
mendeteksi food fraud. Penentuan melamin didasarkan pada insiden yang pernah
terjadi yaitu insiden melamin di bahan baku susu. Pengujian dengan parameter
lain untuk mendeteksi food fraud belum dilakukan karena kesulitan menentukan
parameter yang akan dianalisa. Secara alami susu mengandung ribuan molekul
yang saling bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pengujian keaslian susu
memerlukan teknologi dan referensi metode pengujian tingkat lanjut. (Moyer et
al. 2017; Yang et al. 2019).
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Gambar 9 Hasil pemetaan faktor sistem pengawasan PT X (—) dan PTY (----)
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Indikator nomor 38 adalah penerapan uji integritas pada karyawan. Hal ini
termasuk sistem pengawasan manajerial yaitu pengawasan yang dilakukan dengan
membentuk sistem untuk mencegah atau mengurangi kerentanan food fraud (Ruth
et al. 2017). Pada kedua perusahaan, indikator ini memiliki kerentanan sedang.
Penerapan uji integritas pada seleksi karyawan diterapkan pada jabatan tertentu di
perusahaan yaitu tingkat pengawas dan manajemen. Sistem seleksi karyawan
secara umum dilakukan dengan evaluasi kemampuan numerik, komunikasi, dan
kepribadian.

Indikator nomor 45 dan 46 adalah sistem pengawasan sosial yang
diterapkan oleh gabungan asosiasi industri. Penilaian indikator ini didasarkan
pada keterbukaan informasi di rantai pasok susu bila terdapat pelanggaran terkait
food fraud, bagaimana tindakan yang dilakukan, dan bagaimana berbagi informasi
tindakan mitigasi. Hal ini membantu perusahaan di industri sejenis meningkatkan
kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi risiko food fraud di rantai pasoknya.
Pada Gambar 9, indikator nomor 45 memiliki skor 2 atau kerentanan sedang di
kedua perusahaan. Saat ini, masing-masing perusahaan menerapkan sistem
manajemen keamanan atau sertifikasi keamanan pangan berdasarkan
kebijakannya sendiri. Belum terdapat integrasi antar perusahaan untuk
menerapkan pengawasan bersama dalam mencegah food fraud. Aturan terkait
food fraud untuk diimplementasikan di industri pangan saat ini sedang dibahas
oleh GAPPMI sebagai asosiasi industri bersama pemerintah. Pengawasan sosial
yang saat ini sudah dilakukan adalah keterlibatan GAPPMI untuk memberi
masukan dan sosialisasi pengawasan post market yaitu penerapan 2D barcode
yang merupakan upaya pencegahan terhadap food fraud.

Indikator nomor 46 yaitu ketersediaan pedoman pengawasan pencegahan
food fraud. Di Indonesia, terdapat tiga regulasi yang digunakan di industri pangan
olahan yang berkaitan dengan food fraud yaitu UU No. 18 tahun 2012 tentang
Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan
KBPOM No. 31 tahun 2018 yaitu terkait Label Pangan Olahan. Meski food fraud
sudah diatur di dalam regulasi, tetapi belum terdapat pedoman teknis di industri
susu bubuk yang berkaitan dengan food fraud. Pedoman teknis yang
diimplementasikan di industri susu bubuk terutama untuk susu bubuk formula
bayi, lanjutan, dan pertumbuhan adalah pedoman teknis Program Manajemen
Risiko (PMR). PMR merupakan program jaminan keamanan pangan berbasis
HACCP. Pada pedoman penerapan PMR belum menyebutkan secara spesifik
tahapan yang dilakukan untuk memitigasi risiko food fraud. Mitigasi risiko
terhadap food fraud harus mempertimbangkan asal masuknya bahaya karena
kesengajaaan yang dilakukan. Hal ini belum terdapat pada penilaian risiko dengan
HACCP (Manning dan Soon 2016).

Indikator sistem pengawasan nomor 47 adalah kebijakan pangan negara
Indonesia terkait food fraud. Penilaian indikator nomor 47 didasarkan pada
keberadaan aturan negara tentang food fraud, kesesuaian aturan negara Indonesia
dengan aturan yang berlaku secara internasional untuk memitigasi food fraud, dan
penegakan hukum terkait food fraud. Responden pada indikator nomor 47 adalah
otoritas pemerintah penyusun regulasi keamanan pangan (BPOM). Pada indikator
ini, kebijakan negara terkait food fraud dinilai memiliki kerentanan medium
karena di Indonesia sudah terdapat beberapa regulasi yang mengatur food fraud
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yaitu UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 71, pasal 89 dan pasal 90;
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 dan pasal 7;
dan Peraturan KBPOM No. 31 tahun 2018 yaitu terkait Label Pangan Olahan.
Regulasi saat ini belum diselaraskan dengan aturan internasional CODEX yang
diacu oleh BPOM. Pembahasan standar terkait food fraud di CODEX saat ini baru
di tahap pembentukan oleh Codex Alimentarious Committe on Food Import dan
Export Inspection and Certification System (CCFICS) untuk merumuskan definisi
food fraud, food integrity, food adulteration, standar yang ada saat ini, dan
tindakan pencegahan pada insiden food fraud yang terjadi (Spink et al. 2019).
Sebagai upaya antisipasi, BPOM sedang melakukan pembahasan pembuatan
pedoman praktik yang baik untuk mencegah ancaman keamanan pangan yang
berkaitan dengan kesengajaan yaitu food defense dan food fraud yang nantinya
dapat diterapkan di industri.

Indikator nomor 48 dan 49 berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum
terhadap food fraud di tingkat lokal yaitu negara Indonesia (48) dan internasional
(49). Saat ini di Indonesia, penegakan hukum terkait food fraud diatur dalam UU
No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 60 hingga 63.
Sanksi yang diterapkan berupa sanksi administratif, pidana, denda dan hukuman
tambahan bagi pelaku usaha. Meski sudah terdapat penerapan sanksi yang tegas,
saat ini efektivitas penegakan hukum terkait food fraud belum optimal. Hasil
wawancara dengan BPOM, sistem pengawasan post market berdasarkan risiko
food fraud belum diterapkan. Hal ini sesuai dengan insiden food fraud yang
terdapat di Indonesia yang beberapa kali terjadi di bahan pangan dan obat. Sistem
pengawasan food fraud berbasis risiko menekankan pada prioritas inspeksi
kategori pangan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap food fraud. Sistem
pengawasan pangan tersebut memiliki beberapa kriteria yang menjadi
pertimbangan antara lain pemilihan kategori pangan yang memiliki risiko
kesehatan tinggi, pangan yang dikonsumsi dengan jumlah besar, pertimbangan
keluhan konsumen, dan kategori pangan yang dipilih didasarkan hasil inspeksi
sebelumnya (Tibolla et al. 2018). Penegakan hukum secara internasional masih
dilakukan berdasarkan wilayah masing masing negara karena belum terdapatnya
aturan atau pedoman internasional.

Indikator nomor 50 adalah prosedur tanggap darurat terhadap food fraud.
Prosedur tanggap darurat di kedua perusahaan belum mencakup risiko food fraud
sehingga indikator ini memiliki kerentanan sedang. Prosedur tanggap darurat
adalah salah satu sistem pengawasan teknis yang diperlukan sebagai pedoman
penanganan bila terjadi insiden. Prosedur ini berperan sebagai pertahanan terakhir
untuk melindungi bisnis dari risiko food fraud (Ruth et al. 2017).

4.2 Faktor Utama Kerentanan Food Fraud

Pemetaan gabungan faktor kesempatan, motivasi dan sistem
pengawasan pada Gambar 10, 11 dan 12 menunjukkan faktor utama
kerentanan food fraud di kedua perusahaan. Faktor kesempatan utama yang
rentan terhadap food fraud adalah indikator yang memiliki skor 3 pada Gambar
10. Indikator tersebut antara lain kemudahan melakukan food fraud di bahan
baku (indikator nomor 1), keberadaan teknologi dan pengetahuan melakukan
food fraud di bahan baku dan produk akhir (indikator nomor 2 dan 4), insiden
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food fraud di bahan baku (indikator nomor 10) dan produk akhir (indikator
nomor 11).
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Gambar 10 Pemetaan gabungan faktor kesempatan pada kedua perusahaan

Indikator nomor 1 berkaitan dengan tipe bahan baku yang digunakan di
kedua perusahaan yaitu cair dan bubuk. Kedua tipe bahan baku tersebut
dikategorikan rentan terhadap food fraud. Food fraud pada susu dilaporkan
terdapat pada susu cair dan susu bubuk (Decernis 2019). Urutan tipe bahan baku
dari yang mudah hingga sulit dilakukan food fraud adalah bahan cair, bubuk dan
material padat (PWC 2016). Kerentanan tinggi lainnya adalah indikator nomor 2,
4, 10 dan 11. Skor tinggi pada keempat indikator ini dikontribusi dari hasil
pemetaan masing- masing perusahaan yang juga memiliki kerentanan tinggi.
Keempat indikator ini saling berkaitan, dimana ketersediaan teknologi melakukan
food fraud serta kemudahan akses pada teknologi akan meningkatkan prevalensi
susu terhadap food fraud. Kompleksitas bahan baku yang secara natural memiliki
variasi komposisi di dalamnya menambah kompleksitas pada analisis (Pustjen et
al. 2016; Spink et al. 2017). Hal ini terjadi pada susu, pengujian keaslian
memerlukan teknologi dan metode pengujian tingkat lanjut karena susu
mengandung ribuan molekul yang saling bereaksi pada kondisi tertentu (Moyer et
al. 2017; Yang et al. 2019). Adanya insiden food fraud di bahan baku dan produk
akhir menunjukkan perlunya metode analisis lanjutan yang tepat untuk
memastikan keaslian produk susu. Kelima faktor kesempatan yang diuraikan di
atas, merupakan faktor kerentanan utama pada industri susu bubuk di Indonesia.

Faktor motivasi yang menjadi kerentanan utama pada food fraud adalah
tingkat korupsi negara (nomor 18), tingkat korupsi di negara pemasok (nomor 25)
dan perbedaan harga bahan baku dan produk susu di setiap negara karena regulasi
yang berbeda (nomor 31) (lihat Gambar 11). Negara dengan tingkat korupsi yang
tinggi dan memiliki tindakan kriminal yang terorganisir diwilayah tersebut
memiliki potensi food fraud karena lemahnya sistem pengawasan (USP 2016).
Indikator nomor 25 yaitu negara asal bahan baku. Bahan baku yang dipasok dari
negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki kerentanan tinggi terhadap food
fraud. Susu cair yang digunakan pada PT X dipasok dari pemasok lokal yang
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berada di Indonesia sehingga bahan baku ini memiliki kerentanan untuk dilakukan
food fraud.

Indikator nomor 31 adalah perbedaan harga karena perbedaan regulasi.
Salah satu penyebabnya adalah biaya tarif impor memengaruhi ketersediaan bahan
baku. Bahan baku industri susu di Indonesia 79% diimpor dari luar negeri
sehingga ketersediaan bahan baku bubuk susu rentan terhadap fluktuasi harga
bahan baku dari negara asal, dan kebijakan pemerintah terkait biaya tarif impor.
Pengaruh perbedaan harga tersebut menyebabkan produsen susu bubuk mencari
alternatif sumber bahan baku dari negara yang rentan terjadi food fraud
(contohnya Brasil dan India).
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Gambar 11 Pemetaan gabungan faktor motivasi pada kedua perusahaan

Faktor utama sistem pengawasan pada Gambar 12 adalah indikator yang
memiliki kerentanan sedang. Faktor utama sistem pengawasan di perusahaan yaitu
sistem deteksi food fraud di bahan baku, penerapan uji integritas saat seleksi
karyawan (nomor 38) dan prosedur tanggap darurat terhadap food fraud (nomor
50). Faktor utama sistem pengawasan sosial yaitu pengawasan food fraud oleh
asosiasi industri (nomor 45) dan belum adanya pedoman mitigasi food fraud
(nomor 46). Faktor utama pengawasan negara adalah kebijakan negara terkait
food fraud (nomor 47), efektivitas penegakan hukum food fraud di Indonesia
(nomor 48) dan internasional (nomor 49). Penjelasan indikator di atas mengacu
pada pembahasan bab sebelumnya yaitu pemetaan kerentanan food fraud di kedua
perusahaan.
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Gambar 12 Pemetaan gabungan faktor sistem pengawasan kedua perusahaan
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4.3 Faktor Lokal yang Mendukung Kerentanan Food Fraud

Terdapat faktor lokal yang diidentifikasi menjadi faktor yang relevan
terhadap kerentanan food fraud selain dari faktor yang disebutkan dalam piranti
SSAFE. Hasil wawancara dengan responden, faktor lokal yang relevan terhadap
kerentanan food fraud di industri susu bubuk dijelaskan di bawah ini.

1. Penerapan standar proses produksi dan higienitas di peternak lokal belum
sesuai dan konsisten. Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas bahan
baku susu yang diperoleh. Penurunan kualitas dapat mendorong peternak
menambahkan bahan yang lain ke dalam susu untuk mempertahankan
kualitasnya (Afzal et al. 2011) Mayoritas peternakan di Indonesia
merupakan peternakan yang melakukan pemerahan susu cair secara
tradisional yaitu dengan menggunakan tangan. Berdasarkan data Gabungan
Koperasi Susu Indonesia, baru 1% dari 97 koperasi yang menggunakan
pemerahan mesin (Pusdatin 2018). Penerapan prinsip dasar GMP dan
HACCP di sistem produksi menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan
terutama untuk bahan baku susu cair yang diperoleh dari sistem peternakan
tradisional.

2. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketersediaan bahan baku, serta
kondisi ekonomi pemasok dan sistem pengawasan yang lemah. COVID-19
berpengaruh pada stabilitas ketersediaan bahan baku bubuk susu yang
mayoritas merupakan bahan impor. Pembatasan impor karena
pemberlakukan karantina wilayah di negara asal bahan baku menyebabkan
industri susu di Indonesia harus bersaing dengan negara pengimpor lain
(GAPMMI 2020). Proses ijin impor bahan baku susu memerlukan waktu
sehingga industri susu tidak dapat segera memperoleh bahan baku. Proses
audit pada pemasok selama masa pandemi terbatas untuk dilakukan
sehingga membuat sistem pengawasan menjadi lebih longgar. Kondisi
ekonomi pemasok selama masa pandemi perlu mendapatkan perhatian
terkait dengan kemungkinan adanya kondisi bangkrut karena adanya
permasalahan tenaga kerja.

3. Daya beli masyarakat Indonesia yang rendah. Akibat daya beli masyarakat
Indonesia yang rendah, menyebabkan konsumen kecenderungan untuk
mencari produk dengan harga terjangkau (Putri 2018). Rendahnya harga
pokok yang ditetapkan pada bahan baku mendorong pemasok melakukan
kecurangan supaya dapat menjual bahan baku sesuai harga dan tetap
memperoleh keuntungan (Kamthania et al. 2014).

4. Sistem pengawasan sosial dari masyarakat yang masih rendah. Titik berat
konsumen di Indonesia sebagian besar adalah pada harga produk yang
murah. Kualitas dan keamanan pangan belum menjadi prioritas untuk kelas
sosial menengah ke bawah. Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap food
fraud untuk produk yang dijual di daerah dengan sistem pengawasan yang
lemah.

4.4 Mitigasi Food Fraud

Mitigasi terhadap food fraud disusun berdasarkan hasil analisis keterkaitan
antara faktor kerentanan kesempatan dan motivasi dengan sistem pengawasan
yang diterapkan. Faktor kerentanan kesempatan berkaitan dengan potensi



31

terjadinya food fraud pada bahan baku dan produk akhir. Pada Gambar 13 (a),
faktor kerentanan kesempatan yang memiliki risiko tinggi adalah kemudahan
melakukan food fraud di bahan baku, adanya teknologi atau pengetahuan untuk
melakukannya dan bukti insiden yang pernah terjadi. Sistem pengawasan yang
diterapkan untuk memitigasi faktor kerentanan tersebut dipetakan pada Gambar
13 (b).
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Gambar 13 Pemetaan faktor kesempatan (a) dan sistem pengawasan teknis (b)

Pada Gambar 13 (b), sistem pengawasan di produk akhir, sistem pelacakan
dan penelusuran dengan infomasi evaluasi mass balance diperusahaan sudah
dilakukan dengan baik sehingga skor sistem pengawasannya tinggi. Efektifitas
sistem penelusuran diukur dengan ketertelusuran produk di rantai distribusi dan
evaluasi mass balance bahan baku versus produk yang dihasilkan. Pemeriksaan
keseimbangan massa secara rutin menentukan kemampuan perusahaan untuk
mengidentifikasi bahan baku di setiap tahap proses produksi (Manning dan Soon
2014). Selain sistem pelacakan dan penelusuran produk, sistem penelusuran
pembuangan limbah produk yang masih berbentuk bubuk susu juga dilakukan
perbaikan untuk meminimalkan kerentanan terhadap food fraud.

Pengawasan produk akhir untuk deteksi food fraud dilakukan dengan
analisis produk akhir untuk memperoleh profil parameter nutrisi, mineral, vitamin
dan kontaminan. Hasil analisis digunakan untuk membuat profil kecenderungan
karakteristik produk sebagai referensi keaslian produk. Hal ini sesuai dengan
beberapa strategi yang digunakan untuk mendeteksi food fraud. Deteksi food
fraud dilakukan dengan menguji keaslian produk bukan mendeteksi bahan
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pencemar yang seharusnya tidak terdapat didalam produk (USP 2016).

Perbaikan yang perlu dilakukan adalah pada sistem pengawasan di bahan
baku terutama pada bahan baku susu bubuk. Saat ini pengawasan food fraud pada
bahan baku bubuk susu di PT X dan PT Y dilakukan secara visual yaitu dengan
pemeriksaan keutuhan dan kesesuaian segel kontainer pada saat kedatangan bahan
baku. Pengambilan contoh untuk pengujian melamin dilakukan setiap semester.
Sistem pengawasan ini berbeda dengan bahan baku susu cair. Pengujian parameter
untuk mendeteksi food fraud sudah dilakuan di susu cair dan menentukan
penerimaan atau penolakan bahan baku. Perbaikan sistem pengawasan di bahan
baku susu bubuk dilakukan dengan membuat rencana pengambilan sampel,
menentukan parameter pengujian untuk mendeteksi adanya kecurangan contoh
pengecekan kandungan protein, lemak, mineral, bahan kontaminan lain seperti
melamine, pengawet dan pewarna dan penentuan frekuensi pengambilan contoh.
Frekuensi pengambilan contoh dilakukan pada setiap kedatangan bahan baku. Hal
ini bertujuan untuk memperoleh profil bahan baku berdasarkan asal pasokan yang
digunakan sebagai referensi karakteristik bahan baku. Penentuan frekuensi
pengambilan contoh dapat ditinjau kembali didasarkan risiko kerentanannya dari
jenis bahan baku dan pemasok.

4.4.1 Mitigasi Faktor Motivasi Internal

Faktor kerentanan motivasi dibedakan menjadi tiga yaitu internal,
pemasok dan rantai pasok industri sejenis. Gambar 14 menjelaskan keterkaitan
antara faktor motivasi dari internal perusahaan dan sistem pengawasan manajerial
yang diterapkan diperusahaan. Faktor motivasi yang memiliki kerentanan tinggi
adalah pada tingkat korupsi lokasi kedua perusahaan yang masuk ke dalam negara
dengan tingkat korupsi tinggi (Transparency 2020). Perusahaan yang berlokasi
pada negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki risiko kerentanan food fraud
lebih tinggi karena memiliki kerentanan pada sistem pengawasan (USP 2016).
Oleh karena itu diperlukan penerapan sistem pengawasan manajerial di
perusahaan antara lain kebijakan whistle blower, pedoman etika dan bisnis
perusahaan, pengujian integritas karyawan. Penerapan kebijakan whistle blower,
etika bisnis dan uji integritas saat seleksi karyawan merupakan tindakan
pengendalian manajerial pencegahan food fraud (Ruth et al. 2017). Pada ketiga
sistem pengawasan manajerial, yang perlu dilakukan perbaikan adalah pengujian
integritas karyawan yang memiliki skor medium (skor 2). Hal ini disebabkan
karena saat ini pengujian integritas pada kedua perusahaan, baru diterapkan pada
jabatan tertentu yaitu tingkat pengawas dan manajemen dna belum keseluruhan
karyawan. Pengujian integritas perlu dilakukan untuk keseluruhan perekrutan
karyawan sebagai salah satu mitigasi sistem pengawasan untuk mengendalikan
kerentanan dari faktor motivasi di internal perusahaan.
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Gambar 14 Pemetaan faktor motivasi dari internal perusahaan (a) dan sistem
pengawasan manajerial diperusahaan (b)

4.4.2 Mitigasi Faktor Motivasi Pemasok

Strategi mitigasi untuk faktor motivasi yang dilakukan oleh pemasok
dianalis dengan mengkaitkan antara faktor motivasi ekonomi dari pemasok dan
sistem pengawasan yang diterapkan di pemasok. Pada Gambar 15 (a), faktor
motivasi pemasok memiliki kerentanan medium dan sistem pengawasan pada
pemasok (Gambar 15b) memiliki skor tiga yang berarti sistem pengawasannya
tinggi. Hal ini disebabkan karena PT X dan PT Y memiliki pemasok
berkredibilitas baik yang terdiri dari peternak lokal, pemasok dari luar negeri dan
perantara. Hal ini karena penerapan sistem pengawasan pada pemasok yaitu
melakukan seleksi pemasok, audit, analisis kerentanan food fraud, dan evaluasi
pemasok. Seleksi pemasok dan perantara didasarkan pada beberapa kriteria yaitu:
kondisi ekonomi perusahaan, kredibilitas pemasok di organisasi internasional
contohnya Global Dairy Trade, kesesuaian bahan baku dengan spesifikasi yang
diharapkan, serta kesesuaian fasilitas perusahaan dengan persyaratan kualitas dan
keamanan pangan. Persyaratan ini juga berlaku untuk pemasok bahan baku susu
cair yaitu peternak lokal. Seleksi dilakukan pada koperasi unit desa (KUD) yang
digunakan sebagai pengumpul susu cair dari peternak. Kriteria yang ditetapkan
yaitu: KUD harus berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas dan
diperbaharui, memiliki kartu identitas, dan bersedia menandatangani kontrak
secara hukum dengan perusahaan.

Pemasok, perantara, dan KUD yang sudah terseleksi harus diaudit secara
berkala. Audit dilakukan berdasarkan pada daftar periksa yang dimiliki oleh pihak
internal perusahaan dan sistem keamanan pangan yaitu FSSC 22000. Audit pada
koperasi dilakukan dengan dua mekanisme yaitu dengan pemberitahuan dan tanpa
pemberitahuan. Sistem pengawasan yang sudah diterapkan membuat risiko
kerentanan sistem pengawasan terhadap pemasok rendah dan tidak memerlukan
strategi mitigasi tambahan.
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Gambar 15 Pemetaan faktor motivasi dari pemasok (a) dan sistem pengawasan
pada pemasok (b)

4.4.3 Mitigasi Faktor Motivasi di Rantai Pasok

Faktor motivasi di rantai pasok industri susu memiliki kerentanan sedang
dan tinggi pada Gambar 16 karena adanya faktor perbedaan harga bahan baku dan
produk akhir, tingkat kompetisi yang tinggi di industri susu dan kondisi ekonomi
rantai pasok industri susu yang berada pada pasar yang stabil. Pencegahan
kerentanan food fraud di faktor motivasi rantai pasok susu memerlukan sistem
pengawasan sosial oleh asosiasi industri dan sistem pengawasan yang diterapkan
oleh negara.
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Gambar 16 Pemetaan faktor motivasi rantai pasok industri susu (a) dan sistem
pengawasan yang diterapkan pada rantai pasok industri susu (b)

Pada Gambar 16, sistem pengawasan sosial dan negara secara keseluruhan
memiliki kerentanan sedang. Sistem pengawasan food fraud oleh asosiasi industri
saat ini berupa komunikasi tentang bahaya kecurangan pangan yang dilakukan
dalam forum GAPMMI dan himbauan penerapan barcode dan penerapan
penilaian kerentanan food fraud di sistem manajemen keamanan pangan yang
diterapkan di industri.

Kebijakan pangan yang ditetapkan oleh negara terkait food fraud sudah
ditetapkan dalam undang — undang yaitu UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
pada pasal 71, pasal 89 dan pasal 90; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
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Konsumen pada pasal 4 dan pasal 7; dan Peraturan KBPOM No. 31 tahun 2018
yaitu terkait Label Pangan Olahan. Strategi mitigasi yang perlu diterapkan adalah
adanya pedoman teknis pencegahan food fraud yang dapat dilengkapi dengan
contoh praktik yang baik sehingga dapat digunakan industri sebagai standar untuk
membuat rencana pencegahan risiko kecurangan pangan .

4.4.4 Mitigasi Faktor Lokal

Faktor lokal yang diidentifikasi rentan terhadap food fraud adalah faktor
penerapan standar proses produksi yang belum baik dan konsisten pada peternak.
Upaya mitigasi yang diterapkan saat ini adalah pembinaan terhadap peternak yang
meliputi praktik higienitas, standardisasi kandang ternak, penjelasan terkait
spesifikasi bahan baku susu cair, pengujian di bahan baku, praktik cara
pengolahan susu cair sebelum dikumpulkan ke KUD.

Strategi mitigasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait risiko
kecurangan pangan adalah melakukan edukasi masyarakat melalui penjelasan
yang dicantumkan di kemasan produk. Edukasi tersebut berupa himbauan kepada
konsumen untuk memeriksa dengan cermat ketika melakukan pembelian produk
susu, antara lain memeriksa integritas kemasan susu, kondisi seal, kode produksi,
serta kenampakan produk yang meliputi warna, bau, dan rasa produk susu.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kerentanan food fraud dikontribusi oleh faktor kesempatan, motivasi dan
sistem pengawasan. Faktor kesempatan merupakan faktor teknis yaitu kemudahan
melakukan food fraud di bahan baku susu bubuk dan adanya teknologi dan
metode melakukan kecurangan. Faktor motivasi berasal dari internal perusahaan,
pemasok dan rantai pasok industri susu. Faktor sistem pengawasan berkaitan
dengan sistem pengawasan teknis di bahan baku dan sistem pengawasan
manajerial yang dilakukan di internal perusahaan dan di rantai pasok. Strategi
mitigasi dilakukan secara teknis dan manajerial untuk mencegah terjadinya
kerentanan dari faktor kesempatan dan motivasi internal yaitu memperbaiki
pengawasan bahan baku dan penerapan uji integritas karyawan. Selain itu
diperlukan juga upaya mitigasi terhadap faktor eksternal dari rantai pasok industri
susu dengan adanya pedoman teknis di industri oleh pemerintah sebagai standar
praktik pencegahan food fraud .

5.2 Saran

Pada penelitian ini, faktor kerentanan kesempatan dari bahan baku susu
secara umum mewakili industri susu bubuk di Indonesia yang menggunakan dua
bahan baku utama yaitu susu cair dan bubuk susu. Namun, penelitian lanjutan
perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran faktor motivasi dan sistem
pengawasan di internal perusahaan dan pemasok bahan baku yang mungkin
berbeda pada setiap perusahaan. Gambaran faktor kerentanan secara keseluruhan
ini diperlukan untuk menyusun pedoman teknis praktik pencegahan kontaminasi
yang disengaja (food fraud dan food defense ) di industri susu bubuk.
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